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RUU Jabatan Haklm
Diputus Pekan Depan

KOMISI III DPR akan me-

mutuskan nasib jabatan RUU
Jabatan Hakim pada pe-
kan depan. Sikap tersebut
diambil mengingat peker-
jaan rumah untuk legislasi
di Komisi Hukum ini cukup
banyak. Karena itu, DPR akan
mengambil keputusan apakah
memasukkan RUU Jabatan
Hakim ini sebagai program
prioritas legislasi di Komisi III
atau terpaksa di-pending untuk
periode berikutnya.

“Rapat pleno Komisi IIT
memutuskan untuk ketemu
Menteri Hukum dan HAM
(Yasonna Laoly). Rencananya
Selasa (21/5) pekan depan,”
kata Wakil Ketua“Komisi III
DPR Desmon Junaidi Mahesa
di Jakarta, kemarin.

Menurut Desmon, rapat
dengan Menteri Hukum
dan HAM Yasonna Laoly
ini sangat penting mengingat
khusus di Komisi Hukuk ini,
setidaknya masih ada 4 RUU
yang menunggu penyelesaian
bersama dengan pemerintah.
RUU tersebut antara lain RUU
Jabatan Hakim, RUU Mah-
kamah Konstitusi, Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum

‘Pidana (RKUHP), dan RUU

Pemasyarakatan.

“Kenapa harus ketemu den-
gan Menteri Hukum dan HAM
karena saat ini (di Komisi

" III) ada 4 RUU yang harus

diselesaikan dan penyelesaian
undang-undang ini tentu DPR
tidak bisa bekerja sendirian
tapi bersama-sama pemerintah.
Nantinya harus diputuskan
mana yang harus diselesaikan
apakah 1 dari 4 RUU, 2 dari
4, 3 dari 4, atau ke empat-
empatnya. Ini yang akan kita

putuskan. bersama pemerin-

tah,” kata dia.
Lebih lanjut Desmon menu-
turkan, seharusnya RUU

Jabatan Hakim ini tinggal bu-
tuh sedikit tahapan lagi. Sebab
RUU ini tinggal harmonisasi
sebelum diputuskan bersama-
sama apakah bisa dibawa ke
rapat paripurna atau tidak.
Demikian juga dengan RUU
Mahkamah Konstitusi.
“Sementara RUU Pemasya-
rakatan ini baru masuk naskah

‘akademis dan pasal-pasal yang
‘menjadi usulan pemerintah.

Kemudian DPR menyusun
Daftar Inventarisasi Masalah
(DIM). Nah ini nanti yang kita
bahas apa kita pending atau se-
lesaikan bersama,” katanya.
Desmon menganggap RUU
Jabatan Hakim ini cukup pen-

* ting karena sangat terkait den-

gan status hakim. DPR sendiri
menghendaki agar Hakim ini
masuk pejabat negara, tidak
seperti sekarang berstatus

/PNS.

“Kemudian kedua, ini masih
ada debat soal periodisasi

‘Hakim apa per lima tahun

seperti Hakim MK. Kemudian
terkait umur hakim apakah
tetap 70 tahun atau diturunkan.
Ini yang jadi catatan itu yang
akan kita sepakati pemerin-

-tah untuk penyelesaian RUU

Jabatan Hakim,” tambah dia.

Sementara. itu, Anggota
Komisi III DPR Nasir Djamil
mengatakan pihaknya tetap
komitmen untuk menuntaskan
RUU Jabatan Hakim ini bisa
selesai sebelum DPR periode
sekarang berakhir September
nanti. Sebab jika tidak selesai
di periode ini, maka besar
kemungkinan RUU ini harus
diulang lagi dari awal.

“Jadi kami minta segera
diselesaikan di periode ini.
Jika tidak, tak ada jaminan pe-
merintah melanjutkan. Kalau
diulang, tentu butuh waktu dan
uang yang sudah digelontor-

an,” katanya. @ KAL



